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KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYPURA
NOMOR : W8—TUN3 /364/ OT.03.1/11/2023

TENTANG

PENERAPAN
STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Bahwa dalama rangka peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat di lingkungan Pengdilan Tata Usaha Negara
Jayapura yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya perlu
memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar;

Bahwa Standart Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman atau
acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang
standar sesuai dengan tgas pokok dan fungsi masing-masing bagian
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat
fungsional, pejabat strukturan dan tenaga teknis dan non teknis pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk melaksanakan SOP
secara baik dan bertanggung jawab;

Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor: 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor: 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor:
9 Tahun 2004 dan pembahan kedua dengan Undang-Undang Nomor:
51 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN,;

Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
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Keputusan ~ Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
143/KMA/SK/VI1/2007 tanggal 24 Agustus 2007 Tentang Pemberlakuan
Buku | serta revisi/perubahannya dan Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006
Tentang Pemberlakuan Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Pengadilan serta revisi/perubahannya;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 002
Tahun 2012 Tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG
PENERAPAN STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2021

SOP PTUN Jayapura NOMOR : W8 — TUN3 / /0T.03.1/11/2023 agar
dijadikan prosedur standar dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapurg;

Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;

Memerintahkan kepada semua pejabat fungsional, pejabat strukturan
dan tenaga teknis dan non teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura untuk melaksanakan SOP secara baik

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa untuk SOP yang belum direvisi masih dapat
digunakan sepanjang tidak bertentangan atau diatur khusus dalam
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga TIM
Pembentuk SOP agar secepatnya mengadakan perbaikan SOP
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
31 Januari 2023




